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Abstract: Sexual violence is an act, whether in the form of speech or 
deed that is carried out by a person with the aim of controlling and 
getting other people involved in sexual activity which the person does 
not want. This study aims to analyze the legal protection given to 
children who are victims of sexual violence in Islamic boarding schools. 
The type of research used is normative by using the statutory approach, 
the conceptual approach. The results of this study obtained that legal 
protection for children who are victims of sexual violence in Islamic 
boarding schools has been specifically regulated by Law no. 35 of 2014 
concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child 
Protection, sexual violence in the Islamic boarding school environment 
is still classified as a child - child. This results in many impacts that will 
affect the psychological, physical, and social condition of a child when he 
becomes a victims of sexual violence. Child victims of sexual violence will 
experience tremendous trauma, children will tend to be more reserved, 
afraid and anxious when they are with adults, easily angry and 
disappointed if the perpetrators can be accepted back into society even 
though the perpetrators have undergone punishment as a consequence 
of being implemented through reproductive health education efforts , 
religious and moral values, social rehabilitation, psychosocial support 
during treatment to recovery, providing protection and assistance at 
every level of investigation, prosecution and trial in court. 
Keywords: Legal Protection, Sexual violence towards children, Islamic 
boarding school environment 

 

Pendahuluan 
Tempat pendidikan merupakan tempat berkembangnya peserta didik 

tentunya harus mempunyai fasilitas yang baik serta lingkungan yang aman dan 
nyaman bagi mereka (Imron et al., 2017). Akan tetapi pada kenyataannya saat 
ini banyak beredar di media mengenai kasus kekerasan seksual di lingkungan 
Pondok Pesantren yang membuat masyarakat resah dan waspada. Pondok 
Pesantren seharusnya menjadi tempat yang aman dan menyenangkan untuk 

 
1 Muhammad Dacha Ramadhan, Mahasiswa, Universitas 17 Agustus Surabaya 1945, 
gemplopurt@gmail.com,  https://orcid.org/0009-0007-7241-9555  
2 Hari Soeskandi, Dosen, Universitas 17 Agustus Surabaya 1945, hari.soeskandi@gmail.com  

mailto:gemplopurt@gmail.com
https://orcid.org/0009-0007-7241-9555
mailto:hari.soeskandi@gmail.com


Muhammad Dacha Ramadhan, Hari Soeskandi 

64 
Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi. 1(2), Juni 2023: 63-72 

belajar bagi generasi penerus Bangsa, akan tetapi maraknya berita yang beredar 
mengenai kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren tentunya 
dapat mencoreng citra pendidikan berbasis keagamaan. 

 Umumnya masyarakat menganggap kekerasan seksual hanya bisa terjadi 
di tempat yang sepi, gelap dan ruangan yang tertutup serta karena faktor 
berpakaian yang minim tapi pada kenyataannya sekarang kekerasan seksual 
dapat terjadi dimana saja dan kapan saja termasuk dalam lingkungan Publik 
seperti jalan umum, Transportasi umum hingga sekolah, Perguruan Tinggi 
maupun pondok pesantren. Semua adalah ruang publik dan terjadi pada siang 
hari. Jenis pakaian yang digunakan oleh korban secara statistik bukan menjadi 
faktor utama karena umumnya pelajar di lingkungan pondok pesantren yang 
menjadi korban kekerasan seksual pada saat kejadian menggunakan pakaian 
yang sopan dan tertutup oleh karena itu siapa pun bisa menjadi sasaran 
kekerasan seksual.   

 Pondok pesantren sebagai institusi pendidikan yang dipercaya para 
orang tua sebagai tempat aman bagi anaknya dalam mengenyam ilmu, 
melainkan menjadi tempat kedua tertinggi bagi ladang kasus kekerasan seksual 
(Maharani et al., 2022). Tentunya, hal tersebut mengandung arti bahwa 
diperlukan adanya langkah perombakan mengenai sistem penyelenggaraan 
pendidikan pesantren yang menekankan pencegahan terjadinya kekerasan baik 
kekerasan fisik maupun seksual bagi santri/santriwati. 

 Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pondok 
Pesantren menjadi salah satu perilaku yang sangat bertentangan dengan Hak 
Asasi Manusia. Menurut berita dari media yang beredar banyak dijumpai kasus 
kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren. contoh kasus 
kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren yaitu Kasus 
kekerasan seksual yang dilakukan oleh Herry Wiryawan pemilik  sekaligus guru 
Madani Boarding School di Cibiru dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani di 
Sukanagara, Antapani Kidul yang memperkosa 13 santriwati mulai dari tahun 
2016 hingga tahun 2021. Herry Wiryawan divonis hukuman mati. Putusan 
tersebut diambil oleh hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung dalam sidang 
banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Selain vonis tersebut, Herry 
harus membayar ganti rugi total Rp300 juta kepada 13 korbannya. (Candra Setia 
Budi, 2022) 

 Kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di lembaga pendidikan 
berasrama berbasis agama menjadi perhatian banyak kalangan saat ini (Pitasari 
& Maulana, 2020). Anak korban kekerasan harus mendapatkan layanan 
perawatan dan dukungan psikososial yang layak, jika mereka tidak direhab 
dengan baik maka akan menjadi pemangsa bagi anak lain. Anak merupakan 
amanah dan karunia Tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat 
seutuhnya sebagai manusia. Anak juga mempunyai potensi untuk meneruskan 
cita-cita perjuangan bangsa, serta memiliki peran yang strategis dan sifat khusus 
yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa di masa yang akan datang. 
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Oleh karena itu agar setiap anak dapat memikul tanggung jawab tersebut, maka 
diperlukan sebuah upaya perlindungan (Noviana, 2015). 

 
Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode 
penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini 
menggunakan metode perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini 
menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-
undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari yakni buku-buku hukum, 
artikel, dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan kekerasan seksual 
teradap anak. Teknik pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum dalam 
penelitian normatif ini berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Bahan hukum primer dengan menelusuri perundang-undangan 
terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan bahan hukum sekunder 
dengan studi kepustakaan dalam bentuk buku hukum dan jurnal hukum. Teknik 
analisis bahan hukum dalam penelitian normatif ini dengan metode analisis yang 
bersifat preskriptif analisis secara normatif. 

 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia merupakan 
implementasi atas tujuan-tujuan hukum yaitu terciptanya keadilan, rasa aman 
serta kepastian hukum yang diberikan kepada subjek hukum. Semua subjek 
hukum berhak mendapatkan kepastian Hukum. Kepastian hukum merupakan 
peraturan yang dibuat dan tertulis secara jelas dan rinci dalam perundang-
undangan agar terciptanya hukum yang jelas dan konsisten.  Seseorang yang 
menderita kerugian materiil maupun imateriil akibat suatu tindak pidana sering 
kali tidak dapat melaksanakan hak-hak yang seharusnya diperoleh karena 
berbagai sebab, termasuk pada korban kekerasan seksual. 

Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan peraturan 
hukum yang diberikan kepada subjek hukum untuk mengatur perilaku antar 
masyarakat (Mariana et al., 2020). Hak untuk mendapatkan perlindungan 
hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya yang terjadi di 
lingkungan Perguruan Tinggi yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun 
non fisik yang dialami oleh korban. Setiap warga negara berhak mendapatkan 
perlindungan dari segala bentuk aspek kekerasan termasuk kekerasan seksual 
sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.  

Di dalam KUHP pengaturan kekerasan seksual yang sering diancamkan 
kepada pelaku adalah pencabulan dan persetubuhan. Kedua perbuatan tersebut, 
merupakan jenis perbuatan yang sering kali digunakan oleh para penegak 
hukum dalam menjerat pelaku. Dan, persoalan hukum yang ada saat ini kian 
rentan yaitu perempuan dan anak menjadi korban kejahatan tersebut, Tindakan 
kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di ruang privat saja, lingkungan 
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keluarga, lingkungan bermain, lingkungan perkantoran, perusahaan, namun 
juga bisa terjadi di lingkungan pondok pesantren. 

Bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam 
berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita korban. 
pengaturan berdasarkan KUHP untuk kekerasan seksual belum menjadi fokus 
utama dalam kepentingan perlindungan korban kekerasan seksual di 
lingkungan pondok Pesantren . Masih ada keterbatasan dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) di aspek penanganan kasus kekerasan seksual. 
Keterbatasan itu salah satunya adalah jenis-jenis kekerasan seksual itu tidak 
mengenali kekerasan yang berbasis online atau kekerasan yang berbasis verbal.  

Dunia pendidikan berbasis agama menjadi sorotan publik Karena maraknya 
pemberitaan  terkait kasus kekerasan seksual di lingkungan Pondok Pesantren 
(Dhofier, 2011). Hal ini tentunya akan merusak citra Pondok Pesantren. 
Pasalnya, pondok pesantren adalah tempat orang-orang menimba ilmu agama. 
Terlebih lagi, pondok pesantren adalah wadah bagi anak–anak generasi penerus 
bangsa yang ingin memperdalam ilmu Pendidikan berbasis agama. Akan tetapi 
beberapa waktu terakhir, kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren 
Indonesia semakin banyak terungkap. Para korban pun semakin banyak yang 
berani speak up perihal kasus kekerasan seksual yang dialaminya ke publik. 

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren 
menjadi salah satu perilaku yang sangat bertentangan dengan Agama dan Hak 
Asasi Manusia. Menurut berita dari media yang beredar banyak dijumpai kasus 
kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren. Umumnya 
kekerasan seksual dapat terjadi karena ketimpangan relasi kuasa terkait dengan 
pihak yang memiliki kewenangan dipandang memiliki peluang untuk 
menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap 
orang yang dipandang lemah atau di bawah pengawasannya. Dalam konteks 
pondok pesantren, Kyai dan Guru di dalam Lembaga pondok pesantren 
mempunyai kekuasaan terhadap santrinya. 

Pelaku kekerasan seksual merupakan orang yang terdidik dan paham agama 
yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada murid - muridnya. Saat 
ini banyak kasus kekerasan seksual yang pelakunya merupakan oknum pemilik 
pesantren pada akhirnya terungkap. Para korban kekerasan seksual di 
lingkungan Pondok Pesantren masih tergolong kategori anak-anak. Hal ini 
mengakibatkan banyaknya dampak yang akan berpengaruh pada kondisi 
psikologis, fisik dan sosial seorang anak ketika halnya ia menjadi korban 
kekerasan seksual. Anak korban kekerasan seksual akan mengalami trauma 
yang luar biasa, anak akan cenderung lebih pendiam, takut dan cemas saat 
bersama orang dewasa, mudah marah dan kecewa apabila pelaku dapat diterima 
kembali di masyarakat meskipun pelaku telah menjalani sanksi hukuman 
sebagai konsekuensi dari perilakunya. Ketakutan dan kecemasan yang 
berlebihan ini merupakan respons otak secara tidak sengaja mengingat kembali 
pada peristiwa kekerasan yang dialami korban (Astri Anindya, 2020). 
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Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap pelecehan seksual 
karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan 
memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya, 
hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak 
memberitahukan apa yang dialaminya, hampir dari setiap kasus yang diungkap, 
pelakunya adalah orang yang dekat korban, sedikit pula pelakunya adalah orang 
yang memiliki penguasaan atas korban (Khairida, 2019). 

Indonesia telah membentuk sebuah lembaga independen yaitu Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia yang disingkat KPAI, dalam upaya melakukan 
perlindungan terhadap hak-hak anak. Di mana peran pemerintah Indonesia 
dalam melindungi anak dari kekerasan merupakan suatu kewajiban yang cukup 
besar, begitu pun peran orang tua dan masyarakat. terdapat peraturan khusus 
yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak Tujuan dari pada Undang - Undang tersebut yaitu 
untuk menjamin dan melaksanakan hak-hak dasar anak. Maka setiap anak 
mempunyai hak dalam mendapatkan perlindungan dari segala bentuk 
penyelewengan kegiatan politik, keterlibatan sengketa persenjataan, kerusuhan 
sosial, kekerasan, peperangan dan kejahatan seksual sesuai dengan isi pasal 15 
UU Perlindungan Anak. 

Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi 
perlindungan terhadap korban kejahatan seksual. Pasal tersebut berbunyi pada 
perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana 
denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana 
tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus 
bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena 
tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada 
perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu. Ketentuan Pasal 14 c ayat 
(1) KUHP, begitu pula Pasal 14a dan Pasal 14b KUHP, hakim dapat menjatuhkan 
pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud 
guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.   

Dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur 
bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan 
cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara 
selama-lamanya sembilan tahun.” Jadi, pasal tersebut merupakan payung hukum 
yang digunakan untuk mengatur tentang sanksi terhadap pelaku pelanggaran 
norma kesusilaan dan kesopanan yang termasuk dalam tindakan kekerasan 
seksual. 

Terdapat berbagai alasan yang menyebabkan kasus-kasus kekerasan 
seksual tidak dilaporkan oleh korban kepada penegak hukum, di antaranya 
adalah korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui 
oleh orang lain, atau korban merasa takut diancam oleh pelaku bahwa dirinya 
akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada pihak penegak hukum, 
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dasar hukum yang tidak kuat, sanksi kepada pelaku yang tidak setimpal dan 
kosongnya perlindungan bagi korban. 

Kekerasan seksual saat ini merupakan kekerasan yang mendapatkan 
perhatian khusus (Amoi & Setyorini, 2018). Maraknya kekerasan seksual yang 
menimpa anak karena anak mudah dilukai dan diancam, terlebih lagi anak-anak 
tidak bisa melawan atau bertahan untuk melindungi diri dari bahaya yang akan 
terjadi pada dirinya. Dengan demikian, anak di bawah umur membutuhkan 
perlindungan yang bersifat khusus (Rendie Meita Sarie Putri et al., 2022). 
Perlindungan yang bersifat khusus ini merupakan bentuk perlindungan yang 
diterima anak dalam kondisi tertentu untuk memperoleh jaminan keamanan 
terhadap ancaman pada dirinya dan kehidupannya dalam proses tumbuh 
kembang, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan preventif dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak terhadap kekerasan seksual dapat dilihat 
pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 
Anak, yang menyebutkan bahwa anak harus mendapat perlindungan terhadap 
kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. 

Perlindungan anak dalam lingkungan pendidikan salah satu contohnya yaitu 
sekolah. Sekolah merupakan sarana belajar dan menuntut ilmu untuk 
menggapai cita-cita yang cemerlang. Maka dari itu sekolah harus ikut serta 
menjamin hak-hak anak di bidang pendidikan, mengingat bahwa sekarang ini 
banyak sekali kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan termasuk lingkungan 
Pendidikan berbasis agama yaitu pondok pesantren. 

Selain itu, Pemerintah dan Otoritas Publik harus melindungi anak yang 
mengalami eksploitasi seksual, kekerasan seksual serta korban pornografi 
sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak. Pemerintah tidak boleh lepas tangan dan harus memberikan 
perlindungan khusus yang tujuannya adalah untuk menjamin perkembangan 
dan partisipasi anak secara optimal. Bentuk perlindungan khusus terhadap anak 
korban eksploitasi seksual yaitu dilakukan sosialisasi mengenai peraturan 
perundang-undangan tentang perlindungan terhadap anak korban eksploitasi 
seksual, adanya pemantauan pelaporan serta sanksi yang mencakup berbagai 
perusahaan, serikat pekerja, organisasi non-pemerintah dan masyarakat untuk 
berpartisipasi dan berkontribusi dalam pemberantasan dan pencegahan 
pelecehan seksual anak. 

Bentuk perlindungan hukum secara represif berdasarkan ketentuan Pasal 
69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 
memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual 
sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui upaya, 

a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; 
b. rehabilitasi sosial;  
c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan 
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d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat 
pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan 
pemeriksaan di sidang pengadilan. 

 Kemudian, pengajuan ke pengadilan mengenai hak restitusi yang 
menuntut pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual berdasarkan Pasal 
71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi “Setiap Anak yang 
menjadi korban kekerasan seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa 
hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan…Ketentuan 
lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.” 

Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 
tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana 
dalam hal ini anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Adapun yang 
dimaksud dengan Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan 
kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 
atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli 
warisnya. 

Adapun tata cara mengenai pengajuan restitusi terdapat dalam Pasal 2 
peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi 
anak yang menjadi korban tindak pidana adalah sebagai berikut, 

(1) Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh 
Restitusi.  

(2) Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 

a. Anak yang berhadapan dengan hukum; 
b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 
c. Anak yang menjadi korban pornografi; 
d. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; 
e. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; dan 
f. Anak korban kejahatan seksual. 

(3) Restitusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada anak korban. 

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, dalam Pasal 3 peraturan 
pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Restitusi bagi Anak yang 
menjadi korban tindak pidana berupa: a. Ganti kerugian atas kehilangan 
kekayaan; b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; 
dan/atau c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. 

Pengajuan permohonan Restitusi sebagaimana yang dimaksud dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, di atur pada pasal 4 peraturan 
pemerintah Nomor 43 Tahun 2017: 

(1) Permohonan Restitusi diajukan oleh pihak korban. 
(2) Pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Orang Tua atau Wali Anak yang menjadi korban tindak pidana; 
b. Ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana; dan 
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c. Orang yang diberi kuasa oleh Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak 
yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus. 

(3) Dalam hal pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan 
huruf b sebagai pelaku tindak pidana, permohonan untuk memperoleh 
Restitusi dapat diajukan oleh lembaga. 

Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud, diajukan secara tertulis 
dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai kepada pengadilan, yang 
diajukan sebelum putusan pengadilan, melalui tahap: a. Penyidikan; atau b. 
Penuntutan. Selain melalui tahap penyidikan atau penuntutan sebagaimana 
dimaksud, permohonan Restitusi dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Adapun permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, juga dapat diajukan 
melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pengajuan permohonan Restitusi yang diajukan oleh pihak korban, paling 
sedikit harus memuat: identitas pemohon; identitas pelaku; uraian tentang 
peristiwa pidana yang dialami; uraian kerugian yang diderita; dan besaran atau 
jumlah restitusi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, pada 
tahap penyidikan sebagaimana dimaksud, penyidik memberitahukan kepada 
pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk 
mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuannya. Selanjutnya, pihak korban 
mengajukan permohonan Restitusi paling lama 3 (tiga) hari setelah 
pemberitahuan mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana oleh 
penyidik. Permohonan Restitusi yang telah dinyatakan lengkap, penyidik 
mengirimkan permohonan Restitusi yang terlampir dalam berkas perkara 
kepada penuntut umum. 

Selanjutnya, pada tahap penuntutan, penuntut umum memberitahukan 
kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana 
untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum 
dan/atau dalam proses persidangan. Restitusi diajukan paling lama 3 (tiga) hari 
setelah pemberitahuan mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana 
oleh penuntut umum. Selanjutnya, penuntut umum dalam tuntutannya 
mencantumkan permohonan Restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang 
didukung dengan alat bukti.  

Dikabulkannya permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban, 
tergantung oleh putusan hakim yang menangani perkara tersebut. Apabila 
syarat-syarat yang diajukan lengkap seperti yang telah di cantumkan dalam PP 
tersebut, kemudian hakim menganggap restitusi perlu dikabulkan, maka hakim 
akan memutus hukuman restitusi di dalam putusan terdakwa. Namun apabila 
hakim tidak mengabulkan permohonan restitusi, maka restitusi tidak dapat 
dilaksanakan. 

Kemudian pada BAB XI A terdiri dari Pasal 76A sampai dengan 76J Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berisi pasal yang 
bersifat larangan serta ketentuan pidana terhadap perbuatan yang tidak boleh 
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dilakukan. Terutama pada Pasal 76D menjelaskan, apabila seseorang melakukan 
kekerasan atau melakukan persetubuhan dengan paksaan maka terhadap orang 
tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dikenakan sanksi 
pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak yaitu 
pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 (Rp5 miliar). 

Ketentuan tersebut di atas merupakan perlindungan hukum yang ditujukan 
kepada anak melalui hukum positif di Indonesia, baik untuk pencegahan 
kekerasan seksual terhadap anak maupun untuk perlindungan khusus dalam hal 
terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang saat ini telah tertuang dalam 
bentuk tertulis yang di dalamnya melarang orang berbuat kejahatan disertai 
dengan ancaman pidana. 

 
Kesimpulan 

Bentuk perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana kekerasan 
seksual yang dilakukan di lingkungan Pondok Pesantren berdasarkan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan hukum anak dalam pasal 
64 (perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b) dilakukan melalui: perlakuan secara 
manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya, 
pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain 
secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasional, pembebasan dari 
penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi 
serta merendahkan martabat dan derajatnya, penghindaran dari penjatuhan 
pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, penghindaran dari penangkapan, 
penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang 
paling singkat, pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak 
memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, penghindaran dari 
publikasi atas identitasnya, pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang 
yang dipercaya oleh anak, pemberian advokasi sosial, pemberian kehidupan 
pribadi, pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas, 
pemberian pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan, pemberian hak lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Upaya pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana 
kekerasan seksual prosedur dan regulasinya sudah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pengaturan 
tentang mekanisme pelaksanaan restitusi juga sudah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa restitusi dapat 
diajukan melalui 3 tahap yaitu penyidikan, penuntutan, dan setelah putusan 
hakim yang bersifat hukum tetap. 
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